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BT'PATI SITUBOilIX),

llenlmbang : bahwa peranarn_pupuk sangat penting di dalam peningkatan
produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk
mewqiudkan Ketahanan pangan Nasional dan untuk
meningkatkan .kemampuan petani dalam penerapan
pemupukan berimbang diperlukan adanya suusidi prrirrtsesuai Peraturan Menteri pertanian Nomor
p_9/Permentan/sR.1g0/ tt /2ot2 rentang Kebutuhan dan
Harga Eceran Tertinggi (HEO Rrpuk Bersubsidi Untuk sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2013, serta unhrk penyediaan
pupuk dengan harga yang wqiar sampai di tinglkat-p"t"rri,perlu mengatur Kebutuhan dan penyaluran Jerta 

- 
Harga

Pceran Tertinggi (HETI pupuk Bersubsidi untuk sekt6rPertanian l(abupaten Situbondo Tahun Anggaran zol3
dengan Peraturan Bupati Situbondo.

geagtngnt : l. undang-undang Nomor t2 Tahun 19s0 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun l95o Nomor 19, Tambrfi.r,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita
Negara Republik Indonesia Tahun rgso Nomor 4u
sebagaimana telah diubah dengan undang-unaang
Nomor 2 'Tahun r96s (kmbaran Negara hepublik
Indonesia Tahun 196s Nomor 19, Tamb*Ir.r Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 2TJOI;

2- undang-undang Nomor 12 Tahun lgg2 tentang sistemBudidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahu]r rgg2
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor Sazgl;

3. undang-undang Nomor g Tahun rggg tentang
P_erlindungan Konsumen (Iembaran Negara Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Nomor342l) ;

Jalan PB Sudirman Nomor r, Situbondo, provinsi Jawa Timur
Telepon (0338) 67LL6l Email : info@pemdasitubondo.go.id ｌ
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO4 tentang
Perkebunan (kmbaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 85,
Tambahan kmbaran Negara Nomor 4411);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 (Lembaran
Negara Tahun 20O8 Nomor 59, Tambahan kmbaran
Negara Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (l,embaran Negara
Tahun 20O9 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5015);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pupuk Budidaya Tanaman (l,embaran Negara Tahun
2OOl Nomor 14, Tambahan lembaran Negara Nomor
ao79l;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
I{abupaten lKota (l*mbaran Negara ?ahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2O I 1 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun
2OO5 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai
Barang Dalam Pengawasan;
kafixan Menbi ktanian Noru .to/kmentan/$.Lq 

/ 4 I N7
Eltang Rel@rrdasi Pemupukan N, P dan K pada Padi
Sawah Spesifrk Lokasi;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 /M-
DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penya-luran
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
Fbratman MenEi hnian Nmrm z+3/kmentan/SR1,lo/8/2011
ffiitar8 S/arat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik
(Berita Negara Tahun 2Ol1 Nomor 491);
Rraffian lvlenEi Rrtanian Norm @/krnenar/SR.1g0/ 1 1/2012
mglGh-ruhandan Harga Eceran Terringgi (HET) pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran
2013;
Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan
Nomor 63a/MPP/Kep/9/2OO2 tentang Ketentuan dan
Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang
Beredar di Pasar;
I(epltrlsan Menbi Rrtanian Nonm 237ll{pts/Ot2L1l4/m
mtang ftdonan Pengawasan, Pengadaan, peredaran dan
Penggunaan Pupuk An-Organik;
IG6ITL n Men@i kanian l.Iornffi 239lKps/C}t2tll4/W
Utang Rngawasan Formula Pupuk An- Organik;
I(epftsan Menteri ktanian f{ornm 465/Kpts/Ol.l@l7 lM
trntang PErnbentrlen Tlm Pengawas Pupuk Bersubsidi
Tingakat Pusat;
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Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahrun 2Ol2
tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
Situbondo (l,embaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2008 Nomor O2);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun
2OO8 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2008 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013 (l..embaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2O13 Nomor 8);
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2012
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2Ol3 (Berita Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2012 Nomor 57).

MEMUTVSK錮 『 :

MeneLph 8 PERAT―  BUPATI TEWTANG XEBU―  DAN
PEHYAL― SERTA― GA ECD― TERTEHCCI〔HET)

…
  BERSUBSIDl  mTUK  SEKTOR  PERTANm

― UPATEI SITUBOHDO T― ▲■00-2013.

BAB I
X TEI{TI'AIT I'UUU

Pasrt 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD
menurut Ersas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Repubtk Indonesia sebagimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang
berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan
tanaman secara langsung atau tidak langsung.

6. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil rekayasa secara
kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil
industi atau pabrik pembuat pupuk.
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Pupuk organik adalah pupuk yang sebaglan besar atau
seluruhnya terdiri dari bahan organik yarrg berasal dari
tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses
rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang
digunakan untuk mensuplai bahan organik,
memperbaiki sifat lisik, kimia dan biologi tanah.
Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi
tanaman sesuai dengan status hara tanah dan
kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang
optimal dan berkelanjutan.
Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan
penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran
Tertinggi (HET) yang ditetapkan dipenyalur resmi di Lini
IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink
(merah muda), SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.
Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk
bersubsidi di Lini tV (di kios penyalur pupuk di tingkat
desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani / kelompok tani
yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan
budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
Petani adalah perorang€rn warga negara Indonesia yang
mengusahakan budidaya tanaman pangan atau
hortikultura dengan luasan tertentu.
Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang
mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan
luasan tertentu.
Peternak adalah perorangan wa-rga negara Indonesia
yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan
ternak dengan luasan tertentu.
Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga
negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik
sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau
udang yang tidak memiliki ijin usaha.
Produsen adalah Produsen Pupuk yang merupakan anak
perusahaan dari PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) dalam hal
ini Pf. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PI. Petrokimia
Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang
yang memproduksi Pupuk Anorganik yaitu Urea, SP-36,
ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.
Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan
peratur€m Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
yang berlaku.
Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai
ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk
Sektor Pertanian yang berlaku.

12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

１
１
１
１
■
１

ｎ
ｖ



⌒

5

19. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai
kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan
sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatl<an
produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya
dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama
pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan
oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

2O. Rencana Delinitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)
adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk
bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan
luasan areal usahatani yang diusahakan petani,
pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau
udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi
pemupukan berimbang spesifik lokasi.

21. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah
wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan
pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk
tingkat Kabupaten Situbondo adalah Tim Pengawas
Pupuk dan Pestisida (TPPP).

BAB IE

PDRUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDl

Pasel 2

Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun,
peternak, yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua)
hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali
pembudidaya ikan atau udang pafing luas 1 (satu) hektar.
Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan
perikanan budidaya.

BAB III
AI.OKASI I(EBUTI'HAN PIIPUI( BERSUBSIDI

Pasd 3

Alokasi Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai
dengan anjuran pemupukan berimbang spesifrk lokasi
dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah
alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Situbondo
Tahun 2013.
Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dijabarkan menurut Sub Sektor, Kecamatan
perbulan, Jenis, dan Jumlah, sebagaimana tersebut
dalam lampiran dan merupakan bagran yang tak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
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(3) Alokasi pupuk bersubsidi sebegaimana dimaksudkan
pada ayat (2) dirinci lebih lanjut dengan memperhatikan
usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, dan
peternak, pembudidaya ikan dan/ atau udang
berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis,
penyuluh atau Mantri Tani (Mantan) setempat menurut
Sub Sektor, Kecarnatan, Jenis, Jumlah, dan Sebaran Bulanan.

Pasd 4

Apabila disuatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan
pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat
dipenuhi realokasi antar wilayah.
Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten
ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan
rekomendasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida
(KPPP).

Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi
Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP), sambil
menunggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi
kebutuhan petani di lapangan.

Paeal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten
Situbondo pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi,
maka atas persetqjuan KPPP, produsen dapat menyalurkan
alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi
bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan
sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu)
tahun.

BAB IV
PEITYALITRAN DAN HARGA ECERATI TERTII{(X}r ( HEf, I

P{'PUI( BERST'BSIDI

Pasal 6

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat I terdiri atas pupuk anorganik (Urea, SP-36, ZA,
NPK) dan pupuk organik yang diproduksi dan atau
diadakan oleh produsen.
Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PT.
Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gersik.

(2)

t
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Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah
dibaca dan tidak mudah hilang/ terhapus, yang bertuliskan :

"hrpuk Bersubsldi Pcmorlatab"
Barang Dalam Pengawasan

Paset E

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk
bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan
tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Untuk Sektor Pertanian.
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di
penyalur Lini tV ke petani atau kelompok tani diatur
sebagai berikut :

a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini
IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah
tanggungjawabnya;

b. Penyalural pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf
a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan
alokasi di masing-masing wilayah.

Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini
IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud
pada ayat (21, Pemerintah Kabupaten melakukan
pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar
pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi
sesuai alokasi yaag ditetapkaa dalam Peraturan
Gubernur Jawa Timur.
Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat
petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan
penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh
Penyuluh.
Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur
Lini Me petani dilakukan oleh petugas pengawas yang
ditunjuk sebagai kesatuan dari Komisi Pengawas Pupuk
dan Pestisida (KPPP).

Pasal 9

Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk
bersubsidi sesuai Harga Erceran Tertinggi (HET).

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai
berikut :

(2)

(3)

(4)

(5)

（‐′
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a. Pupuk Urea
b. PupukSP-36
c. PupukZA

- Rp. 1.8OO,- perkg;
= Rp. 2.OOO,- per kg;
= Rp. 1.400,- per kS;

rhI



(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk
pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya
ikan dan/ atau udang di penyalur Lini IV secara tunai
dalam kemasan sebagai berikut :

8

d. Pupuk NPK
e. Pupuk Organik

a.Pupuk Urea
b Pupuk sP_36
c. Pupuk ZA

d. Pupuk NPK
e. Pupuk Organik

= Rp. 2.3OO,- per kg;
- Rp. 500,- per kg.

= 50 kg atau 25 Kg;

= S0 kg;
= 50 kg;
= 50 kg atau 2O kg;
= 40 kgatau 2O kg.

Pasal lO

⌒

⌒

Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2)
distributor; dan penyalur Lini IV wajib menjamin ketersediaan
pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak,
dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggung
jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawaszrn
terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari
Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam peraturan
Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor pertanian.

Pasol 12

Komisi Pengawas Pupuk dan pestisida (Kppp) Kabupaten
wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap
penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di
wilayahnya.
Komisi Pengawas Pupuk dan pestisida (Kppp) Kabupaten
dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

BAB V
PENGAWA― DAN PD-0-

Pasal 13

(l) Komisi Pengawas pupuk dan pestisida (Kppp) di
Kabupaten wqjib menyampaikan laporan hasil
pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di
wilayah kerjanya kepada Bupati.

@ Bupati wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubemur Jawa Timur.

(2)
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Pasal l+

Peraturan Bupati ini dibuat sebagai acuan alokasi
pendistribusian pupuk bersubsidi ditingkat wilayah
Kabupaten Situbondo.

Pasol 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku
diuandangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

pada tanggal

memerintahkan
penempatannya

Diundangkan di Situbondo
padatanggar 28 Dll 2012

SITUBONDO TA}IUil 2012 ilOMOR 5,

Ditetapkan di Situbondo
padatangga1 2 8 DEC 2012

DADNe WIGIARTO
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